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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran kepemimpinan kepala 

kampung dalam mewujudkan good governance di Kampung Ombau Asa, 

Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala kampung 

memiliki peran penting dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance, 

seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efektivitas. Kepala 

kampung berperan aktif dalam komunikasi dengan staf dan masyarakat serta 

mengedukasi mereka tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa. 

Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan good governance, yaitu keterbatasan 

anggaran dan rendahnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi kendala 

tersebut, kepala kampung melakukan sosialisasi langsung dan mencari dukungan 

tambahan dari pihak ketiga. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah desa 

mencari alternatif sumber pendanaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat 

melalui pendekatan yang lebih intensif. 

 

Kata Kunci: peran kepemimpinan, good governance, kepala kampung, partisipasi 

masarakat 

Pendahuluan  

 Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kedudukan 

pemerintahan desa di Republik Indonesia mengalami perubahan. Pasal 1 ayat 1 UU 

tersebut mendefinisikan desa dan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum 

yang mempunyai batas wilayah yang telah ditetapkan. Unit-unit tersebut 

mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta 

melindungi kepentingan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

menghormati adat istiadat dan praktik tradisional. Dalam sistem pemerintahan 

Republik Indonesia, desa diberikan kewenangan untuk mengawasi dan 

mengendalikan seluruh urusan pemerintahan serta urusan masyarakat. 

Pemerintahan desa yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala desa atau yang juga 

dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa,  
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masyarakat dan bertanggung jawab dalam mengatur urusan pemerintahan. Salah satu 

fungsi penting pemerintahan desa ini adalah mengawasi proses-proses sosial yang 

ada di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa mempunyai tugas yang sangat 

besar ke depannya: bagaimana membangun kehidupan yang demokratis, memberikan 

pelayanan sosial yang prima, dan pada akhirnya membimbing penduduk desa menuju 

kesejahteraan, perdamaian, dan keadilan.  

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintahan desa mempunyai tugas untuk 

menegakkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menegakkan peraturan 

perundang-undangan, kepala desa turut serta dalam pembangunan desa. Selain 

mengurus rumah tangga desa dan menjalankan tanggung jawab pemerintahan lokal 

dan regional, kepala desa juga merupakan pejabat di pemerintahan desa. Undang-

undang Desa secara spesifik menyebutkan pada Pasal 26 Ayat 1 bahwa Kepala Desa 

mempunyai empat tanggung jawab pokok, yaitu: memerintah desa, melaksanakan 

pembangunan desa, memberdayakan masyarakat desa, dan memajukan serta 

mengembangkan potensi desa dengan baik. 

Pembangunan kawasan pedesaan atau desa pada hakikatnya tidak terlepas 

dari keterlibatan seluruh masyarakat desa. Oleh karena itu, sangat penting bagi kepala 

desa sebagai pemimpin pemerintahan desa untuk menjalankan tanggung jawabnya 

secara efektif dan membentuk pemerintahan yang kompeten yang dapat secara efektif 

memimpin dan mengkoordinasikan berbagai urusan desa. Tujuannya adalah untuk 

mendukung rumah tangga desa dengan memberikan nasihat, mendorong 

pembangunan komunal, dan menstimulasi perekonomian lokal. Menurut Pasal 26 

ayat 4 huruf F UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa kepala 

desa harus memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 

Tanggung jawab tersebut salah satunya adalah menjunjung tinggi prinsip-prinsip 

penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain akuntabel, transparan, efektif, dan 

efisien. profesional, dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. 

Ketika prinsip tersebut dapat diterapkan, maka good governance juga akan 

tercapai. Good governance sering juga diartikan sebagai “pemerintahan yang baik. 

Jika dilihat dari teoritis, maka good governance dapat diartikan sebagai sebuah proses 

yang berorientasi pada pemerintah pada distribusi kekuatan dan juga kewenangan 

yang merata dalam keseluruhan elemen masyarakat agar dapat memberikan pengaruh 

terhadap keputusan dan kebijakan yang memiliki kaitan dengan kehidupan publik 

dan keseluruhan upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam 

sistem pemerintahan. 

Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu menggunakan dan menjunjung tinggi 

prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna 

memenuhi tanggung jawab pokoknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan 

yang baik di pemerintahan desa masih terdapat kekurangan, meskipun terdapat 

inspeksi dan evaluasi kinerja oleh masyarakat. Akibatnya, pemerintah desa belum 

sepenuhnya menerapkan cita-cita tata kelola yang baik dalam operasionalnya.  

Salah satu desa yang ada di kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai 

Barat adalah Desa Ombau Asa. Masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan 
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pemerintahan desa ini dalam penerapan konsep good governance. Kelemahan ini 

bermula dari pola interaksi yang membentuk tingkat hierarki yang ketat antara atasan 

dan bawahan, sehingga dapat menyebabkan kurangnya kolaborasi atau koordinasi di 

antara keduanya. Terkait hal ini, lemahnya keterlibatan masyarakat oleh pemerintah 

desa dan banyaknya kebijakan yang dinilai hanya sepihak dan cenderung 

mengabaikan rekomendasi atau tujuan merupakan beberapa keluhan yang 

dilontarkan masyarakat. 

Dengan demikian, maka melihat permasalahan tersebut untuk pelaksanaan 

prinsip-prinsip good governance di kampun Ombau Asa dibutuhkan peran pemimpin 

kampung tersebut. Dalam skenario ini, kepala desa, khususnya disebut kepala desa, 

bertanggung jawab mengawasi dan mengelola jalannya pemerintahan di desa. 

Termasuk mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan dan mengawasi 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan melaksanakan tugasnya secara efektif, 

pimpinan pemerintahan atau kepala desa dapat mengkoordinasikan, 

mengembangkan, dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa. Hal ini 

diharapkan dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui penerapan 

prinsip-prinsipnya. 

Kerangka Dasar Teori  

Peran 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran diartikan sebagai kumpulan 

tingkah laku yang diharapkan dari individu dalam masyarakat. Peran ini bersifat 

dinamis dan terus berkembang, mencakup hak dan tanggung jawab sesuai dengan 

kedudukan sosialnya. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku yang diharapkan 

untuk menjalankan tugas dalam konteks tertentu, seperti pemerintahan desa. Tanpa 

peran kepala desa, pemerintahan desa tidak akan berjalan efektif. Mintzberg 

mengemukakan bahwa pemimpin memiliki tiga peran utama dalam organisasi, yaitu 

peran antar pribadi, peran berkaitan dengan informasi, dan peran pengambil 

keputusan. Peran antar pribadi mencakup fungsi pemimpin sebagai tokoh yang 

mewakili organisasi dalam situasi formal, sebagai pemimpin yang memimpin, 

memotivasi, dan mengendalikan, serta sebagai pejabat perantara yang berinteraksi 

dengan pihak luar untuk memperoleh informasi. Peran berkaitan dengan informasi 

menempatkan pemimpin dalam posisi untuk mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber, baik internal maupun eksternal. Sementara itu, peran pengambil keputusan 

melibatkan pemimpin dalam setiap proses pengambilan keputusan strategis yang 

memengaruhi arah organisasi. Ketiga peran ini saling terkait dan menjadi indikator 

utama dalam menilai efektivitas kepemimpinan dalam sebuah organisasi. 

Pemerintah Desa 

Desa adalah wilayah geografis yang diakui sebagai badan hukum yang 

memiliki kewenangan untuk mengatur urusan masyarakat setempat secara mandiri. 

Desa juga berfungsi untuk melaksanakan pemerintahan secara otonom, sesuai dengan 

hak asal-usul yang diakui. Menurut Widjaja, desa merupakan kesatuan masyarakat 

hukum dengan struktur unik yang didasarkan pada prinsip keberagaman dan 

pemberdayaan masyarakat. Desa terbentuk melalui interaksi faktor sosial, politik, 
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geografis, dan budaya yang mempengaruhi wilayah tersebut serta wilayah sekitarnya. 

Oleh karena itu, desa adalah unit pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan 

negara kesatuan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memiliki 

kepentingan strategis dalam pelayanan publik. 

Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan anggota perangkat lainnya 

yang bekerja di bawah kepala desa. Mereka memiliki tugas dan wewenang untuk 

membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa. Menurut 

Alfarezi, perangkat desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat 

setempat dan terdiri dari berbagai bagian, seperti Kepala Urusan (KAUR), pelaksana 

kewilayahan, dan pelaksana teknis. Berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan PP 

No. 83 Tahun 2015, perangkat desa berperan penting dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, 

perangkat desa berfungsi sebagai unsur pelaku desa yang berperan dalam 

pengembangan kemajuan desa atau kampung, dengan koordinasi yang baik bersama 

kepala desa atau kepala kampung. 

Pemerintah desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang paling 

dekat dengan masyarakat. Sebagai unit pemerintahan terendah, desa diberi 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menyangkut 

kepentingan masyarakat setempat. Kepala desa, bersama perangkat desa, 

bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan di 

desa. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting 

dalam menciptakan suasana yang aman, tertib, dan sejahtera bagi warganya, serta 

memberikan pelayanan sosial yang efektif. Dengan otonomi yang dimiliki, desa 

memiliki fleksibilitas dalam merancang dan melaksanakan program yang sesuai 

dengan kebutuhan lokal, serta mengembangkan potensi sumber daya yang ada untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Kepemimpinan 

Kepemimpinan mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginspirasi 

orang lain guna mencapai tujuan bersama. Menurut Umar dan Hasibuan, 

kepemimpinan adalah proses mempengaruhi perilaku anggota kelompok untuk 

bekerja sama secara efektif dan efisien mencapai tujuan organisasi. Konsep 

kepemimpinan dapat dibagi menjadi tiga komponen: manajemen sebagai suatu 

proses, kepemimpinan sebagai konsep relasional, dan kepemimpinan sebagai ajakan 

kepada orang lain. Pemimpin harus lebih istimewa daripada anggota lainnya dan 

mampu memotivasi serta mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan bersama. 

Pemimpin yang demokratis cenderung lebih populer di kalangan anggotanya karena 

hubungan mereka tidak bersifat superior-inferior, melainkan lebih dekat dan berperan 

sebagai pembimbing. Seorang pemimpin sukses tidak hanya memiliki karakter dan 

integritas, tetapi juga keterampilan kepemimpinan yang efektif. 

Good Governance 

Good governance mengacu pada pengelolaan yang efektif dan bertanggung 

jawab, dengan melibatkan berbagai pihak dalam pembuatan keputusan yang 
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berdampak pada masyarakat. Istilah "governance" mencakup pengelolaan oleh 

berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, dan 

pemerintah. Prinsip-prinsip penerapan good governance meliputi partisipasi, 

penegakan hukum yang adil, transparansi, daya tanggap, orientasi pada konsensus, 

kesetaraan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, dan visi strategis. Good 

governance bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama melalui pelayanan 

publik yang transparan dan efisien. Hal ini mencakup pengelolaan dan pemeliharaan 

hubungan yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam tata kelola 

pemerintahan. Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat memperlancar administrasi dan 

memajukan sistem pemerintahan yang lebih baik. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran 

kepemimpinan kepala kampung dalam mewujudkan good governance di Kampung 

Ombau Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Fokus penelitian 

terletak pada tiga indikator peran kepala kampung: peran antar pribadi, peran yang 

berkaitan dengan informasi, dan peran pengambil keputusan. Data diperoleh melalui 

wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan informan yang terdiri dari kepala 

desa, staf kampung, camat, dan warga kampung. Peneliti juga mengumpulkan data 

sekunder berupa dokumen terkait dengan pelaksanaan pemerintahan desa. Proses 

analisis data dilakukan dengan teknik reduksi, penyajian, dan verifikasi data, 

berdasarkan model analisis dari Miles & Huberman. Selain itu, keabsahan data diuji 

dengan triangulasi sumber data dan teori untuk memastikan kredibilitas hasil 

penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh tantangan 

dan upaya yang dilakukan kepala kampung dalam mengimplementasikan prinsip-

prinsip good governance di tingkat desa. 

Hasil Penelitian 

Gambaran Umum Kampung Ombau Asa 

Kampung Ombau Asa terletak di Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten 

Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Kampung ini memiliki posisi geografis 

yang strategis dan dikelilingi oleh wilayah dengan potensi alam yang besar, seperti 

hutan dan lahan pertanian. Dengan populasi 1.110 jiwa yang terbagi dalam 369  

Kepala Keluarga (KK), kampung ini memiliki latar belakang penduduk yang 

berorientasi pada kegiatan agraris dan kehutanan, serta menjunjung semangat gotong 

royong. Kampung ini memiliki visi untuk menciptakan pemerintahan yang amanah, 

jujur, dan bertanggung jawab serta masyarakat yang transparan, adil, aman, dan 

mandiri. 

 Sistem Good Governance di Kampung Ombau Asa 

Kampung Ombau Asa berusaha mengimplementasikan prinsip-prinsip Good 

Governance, dengan fokus pada beberapa aspek penting: 

a. Akuntabilitas: Pemerintah kampung menetapkan laporan keuangan yang 

terbuka dan mudah diakses publik, mengadakan audit tahunan oleh 
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lembaga independen, serta menyediakan forum rutin untuk masyarakat 

untuk bertanya langsung tentang kinerja pemerintahan desa. 

b. Transparansi: Laporan tahunan tentang penggunaan anggaran dan 

pencapaian program desa diterbitkan, dengan akses terbuka untuk 

masyarakat untuk melihat proses pengadaan barang dan jasa melalui portal 

online. 

c. Partisipasi: Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) 

diadakan, dengan masyarakat dilibatkan dalam menentukan prioritas 

pembangunan. Selain itu, kelompok kerja dan forum diskusi juga dibentuk 

untuk melibatkan warga dalam kebijakan yang akan dilaksanakan. 

d. Responsivitas: Kepala kampung membentuk tim respon cepat untuk 

menangani keluhan masyarakat dalam waktu 24 jam dan menerapkan 

sistem pengaduan berbasis aplikasi untuk mempermudah masyarakat 

mengajukan masalah. 

e. Keadilan: Pemerataan pembangunan dijamin dengan memastikan alokasi 

anggaran yang adil dan program pemberdayaan yang ditujukan untuk 

mengurangi kesenjangan sosial. 

f.     Efektivitas: Program-program pembangunan dilaksanakan dengan 

indikator kinerja yang jelas dan evaluasi rutin untuk memastikan tujuan 

tercapai. 

Peran kepemimpinan Kepala Kampung dalam Mewujudkan Good Governance 

Peran Antar Pribadi: Kepala kampung membangun komunikasi yang baik 

dengan staf kampung dan masyarakat. Komunikasi dilakukan melalui pertemuan 

mingguan dengan staf untuk memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran 

disampaikan dengan jelas. Kepala kampung juga memberi contoh integritas dan 

disiplin yang tinggi, mempengaruhi staf dan masyarakat untuk bekerja dengan jujur 

dan bertanggung jawab, Informasi ini disampaikan secara lisan dalam pertemuan dan 

disediakan dalam bentuk tertulis, seperti memo atau laporan, yang ditempel di kantor 

kampung. Melalui komunikasi ini, kepala kampung memastikan bahwa setiap 

anggota staf memahami peran mereka dalam mewujudkan good governance, Sari dan 

Basit (2018) menjelaskan bahwa setiap orang menggunakan komunikasi di setiap 

waktu dan tempat. 

Peran yang Berkaitan dengan Informasi: Kepala kampung memberikan 

informasi terbaru kepada staf tentang program dan anggaran, serta memantau 

implementasi informasi tersebut. Kepala kampung juga secara aktif 

menginformasikan masyarakat melalui pertemuan desa dan papan pengumuman 

untuk memastikan transparansi, kepala kampung di Kampung Ombau Asa secara 

aktif terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang 

dijalankan oleh staf. Kepala kampung memastikan bahwa setiap arahan dipahami dan 

dilaksanakan dengan baik melalui berbagai metode, seperti diskusi kelompok, 

permintaan laporan perkembangan, dan evaluasi singkat. Pendekatan monitoring ini 

tidak hanya berbentuk formal, tetapi juga dilakukan secara berkelanjutan untuk 

mengidentifikasi kemajuan serta kendala yang mungkin muncul. Dengan meminta 
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laporan tertulis dan mengadakan pertemuan singkat, kepala kampung memastikan 

bahwa para staf tetap fokus pada tujuan, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam 

good governance. Pendekatan ini juga efektif dalam memastikan program berjalan 

sesuai rencana dan arahan yang diberikan tidak hanya diterima tetapi juga 

diimplementasikan dengan baik. Partisipasi kepala kampung dalam memonitoring 

meningkatkan kedisiplinan staf dan menjaga agar setiap program tetap berada pada 

jalur yang benar, Menurut Sutabri (2005), informasi adalah data yang telah diproses 

ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerimanya dan mempunyai nilai 

nyata dan terrasa bagi keputusan saat itu dan mendatang. Informasi adalah sebuah 

istilah yang tidak tepat pemakaiannya secara umum. 

Peran Pengambil Keputusan: Keputusan-keputusan penting, seperti alokasi 

anggaran dan rencana pembangunan, diambil melalui musyawarah desa yang 

melibatkan masyarakat. Keputusan diumumkan secara terbuka, dengan ruang untuk 

masukan dari masyarakat. Setelah keputusan diambil, kepala kampung memastikan 

monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan implementasi yang sesuai 

dengan rencana, Menurut Baron dan Byner (dalam Zulkilfi, 2018) menjelaskan 

pengambilan keputusan keputusan merupakan suatu proses melalui kombinasi 

individu dan kelompok dan mengintegrasikan informasi yang ada dengan tujuan 

memilih satu dari berbagai kemungkinan tindakan, pengambilan keputusan sebagai 

suatu proses mengevaluasi pilihan-pilihan yang ada untuk mendapatkan hasil yang 

diharapkan. 

Kendala dalam Pelaksanaan Good Governance di Kampung Ombau Asa 

Kepala kampung Ombau Asa menghadapi dua kendala utama dalam 

menerapkan good governance. Pertama, keterbatasan anggaran menjadi hambatan 

signifikan dalam pelaksanaan program-program desa. Anggaran yang terbatas 

mengharuskan kepala kampung untuk lebih selektif dalam memilih prioritas program 

yang dapat segera dilaksanakan, sementara program-program lainnya  

yang tidak mendesak seringkali terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan. 

Keterbatasan ini menuntut kepala kampung untuk mengelola anggaran secara efisien 

dan mencari alternatif pendanaan, seperti mengajukan bantuan dari pemerintah 

kabupaten atau lembaga swadaya masyarakat. 

Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan besar dalam 

pelaksanaan good governance di Kampung Ombau Asa. Banyak warga yang masih 

kurang memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan desa. 

Kurangnya pemahaman ini berdampak pada rendahnya keikutsertaan dalam 

musyawarah desa dan kegiatan publik lainnya yang krusial untuk mendukung 

pelaksanaan program pemerintah. Oleh karena itu, kepala kampung perlu terus 

melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, khususnya di daerah-daerah 

terpencil, untuk meningkatkan kesadaran mereka mengenai pentingnya peran aktif 

dalam mewujudkan good governance di kampung tersebut. 
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Solusi Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Good Governance 

Mengatasi Keterbatasan Anggaran, dalam hal ini kepala kampung di Kampung 

Ombau Asa memprioritaskan program-program yang memiliki dampak langsung dan 

mendesak bagi masyarakat, mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia. Untuk 

memastikan kelancaran pelaksanaan program, beliau mengajukan bantuan tambahan 

dari pemerintah kabupaten dan berusaha mencari dukungan dari lembaga swadaya 

masyarakat (LSM) yang dapat membantu mendanai program-program penting. 

Dengan cara ini, kepala kampung berusaha mengoptimalkan penggunaan dana yang 

terbatas dan memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap terakomodasi 

dengan baik. 

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam hal ini Kepala kampung aktif 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi mereka 

dalam musyawarah desa dan kegiatan publik lainnya. Pendekatan langsung, terutama 

kepada warga di daerah terpencil, menjadi strategi utama yang digunakan kepala 

kampung. Melalui pertemuan berkala dan kelompok arisan, beliau berhasil 

membangun kesadaran di kalangan warga tentang pentingnya keterlibatan dalam 

proses pemerintahan desa, serta bagaimana partisipasi aktif mereka dapat 

berkontribusi pada kemajuan desa. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan 

lingkungan yang inklusif dan demokratis, di mana suara masyarakat didengar dan 

diakomodasi dalam pengambilan keputusan. 

Pelatihan Staf Desa: Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pemerintahan 

desa, kepala kampung memberikan pelatihan kepada staf desa terkait keterampilan 

administrasi publik dan pengelolaan keuangan. Pelatihan ini bertujuan untuk 

memperkuat kapasitas staf dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan 

lebih baik, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

sumber daya desa. Dengan adanya peningkatan keterampilan ini, kepala kampung 

berharap dapat menciptakan pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, 

yang pada gilirannya dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa yang 

berkelanjutan. 

Pembahasan 

Kepala kampung Ombau Asa menunjukkan peran yang sangat penting dalam 

mewujudkan good governance melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, 

transparansi, partisipasi, responsivitas, keadilan, dan efektivitas. Meskipun 

menghadapi kendala dalam keterbatasan anggaran dan rendahnya partisipasi 

masyarakat, kepala kampung berupaya mengatasi hal tersebut dengan 

memprioritaskan program-program yang paling berdampak, mencari bantuan 

tambahan, dan meningkatkan sosialisasi serta partisipasi masyarakat. Upaya ini 

menunjukkan bahwa kepala kampung di Kampung Ombau Asa telah memimpin 

dengan efektif dan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan 

prinsip good governance. 
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Kesimpulan  

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala kampung di Kampung Ombau 

Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sangat penting dalam 

mewujudkan good governance, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi masyarakat, dan responsivitas. Namun, terdapat kendala dalam penerapan 

prinsip-prinsip tersebut, terutama keterbatasan anggaran dan rendahnya partisipasi 

masyarakat yang menghambat efektivitas pengambilan keputusan dan kepercayaan 

publik. Untuk itu, disarankan agar pemerintah desa mencari alternatif pendanaan 

melalui kerjasama dengan lembaga non-pemerintah atau memaksimalkan dana 

bantuan pemerintah, serta menetapkan prioritas anggaran yang mendukung 

keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, kepala kampung diharapkan lebih 

intensif dalam melakukan sosialisasi menggunakan pendekatan yang lebih dekat 

dengan masyarakat dan melibatkan tokoh masyarakat serta pemuda. Penggunaan 

teknologi, seperti media sosial atau aplikasi komunikasi, juga bisa menjadi solusi 

untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah akses masyarakat terhadap 

informasi yang berhubungan dengan kebijakan dan kegiatan desa. 
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